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ABSTRAK 
 
In recent years the financial crisis has engulfing the world, not only small countries that were affected, but large 
countries that have a good fiscal and monetary systems are also affected. United States and European countries 
are also affected, even very serious. World economic crisis is much influenced by several factors. The main factor 
is a very significant influence of excessive loan banking policy. Excessive borrowing will also increase leverage, 
which certainly will be difficult to lower it. Also cause increased levels of private consumption that eventually 
increase inflation rate. 
Market discipline is expected to put the brakes on increased leverage and excessive borrowing. In conventional 
financial institutions, all the business risk will be imposed on financial institutions and entrepreneurs. As the 
party depositors who have funds are not given responsibility for business risk. This suggests that the absence of 
risk sharing reduces market discipline and this shows the failure of the conventional financial system. 
The presence of Islamic financial system that must be aligned with the principles of sharia to achieve greater 
justice for the community, of course, as a way out which is needed by society. Indonesia Islamic banking has 
proved resistant to shocks financial crisis, even growing quite rapidly. But the development of Islamic banking 
compared to national banks, donations are very small, Total asesets of Islamic banking not more than 4%. 
There are several obstacles to accelerating the growth of Islamic banks, one of which is the problem of 
liquidation. To overcome these obstacles the authors propose to form a Islamic Central Bank, which serves as 
the Bank Indonesia 
The nature of this paper is the study of literature, which takes its source from a variety of books, both published 
studies and those that are not published, journals and articles relating to financial institutions, especially 
Islamic financial institutions 
This paper is expected to contribute to the development of Islamic economics, especially in the development of 
Islamic financial institutions better. The challenge of Islamic financial institutions is still very long and heavy, 
so it needs to support ideas and studies in order to fight the incessant rush of the capitalist economy 
 
Key word:  Islamic financial institution, market discipline, economic capitalist, islamic 
central bank 
PENDAHULUAN 
 
 Pada dua dekade terakhir ini perkembangan lembaga keuangan islam menunjukkan 
kecenderungan yang mengembirakan. Perbankan syariah tumbuh dengan pesat, baik jumlah 
kantor, jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, maupun jumlah pembiayaan yang diberikan. 
Jumlah bank syariah dan kantornya yang pada tahun 2005 masih 550 kantor pada akhir akhir 
tahun 2012 sudah mencapai 2.663 kantor. Hal ini menunjukkan bahwa selama 7 tahun kantor 
bank tumbuh 485% atau rata-rata pertahun tumbuh 69%. Demikian pula dengan pertum-
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buhan aset yang pada tahun 2008 aset pebankan syariah masih sebesar Rp 49,6 trilyun, pada 
akhir tahun 2012 sudah mencapai Rp 195 trilyun, artinya aset tumbuh selama 5 tahun sebesar 
394% atau rata pertumbuhan per tahun 56%. Pertumbuhan simpanan masyarakat atau sering 
disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK) sebagai indikator bahwa bank disukai masyarakat 
juga meningkat signifikan. DPK pada akhir tahun 2008 masih sebesar Rp 36,9 trilyun, pada 
akhir tahun 2012 sudah meningkat menjadi Rp 148,7 trilyun, artinya selama 5 tahun DPK 
tumbuh 403% atau rata-rata per tahun 58%. Sementara itu dari segi pembiayaan pertum-
buhannya juga hampir sama dengan pertumbuhan aset dan DPK. Pembiayaan yang diberikan 
perbankan syariah pada tahun 2008 sebesar Rp 38,2 trilyun meningkat menjadi Rp 147,5 
trilyun pada akhir tahun 2012.  
 Selain pertumbuhan yang sangat pesat, perbankan syariah juga sudah teruji mampu 
menghadapi berbagai persoalan, terutama mampu menghadapi masa krisis ekonomi pada 
tahun 1997-1998 dimana banyak perbankan konvensional yang mengalami kesulitan likuiditas 
bahkan banyak yang dilikuidasi. Hal itu menunjukkan bahwa sistem perbankan yang berbasis 
suku bunga mengalami kegagalan. Perbankan syariah yang relatif baru, justru masih bisa 
memperoleh keuntungan pada saat perbankan konvensional mengalami kebangkrutan. 
Demikian pula pada saat terjadi krisis dunia tahun 2008, banyak perbankan yang mengalami 
kesulitan, tetapi perbankan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta 
keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam maupun para 
penyimpan dana di bank syariah (Febrian, 2009). 
 Banyaknya perbankan konvensional yang mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan 
banyak juga yang dilikuidasi pada saat mengalami krisis. Krisis tahun 1998 menyebabkan 
banyak bank yang ditutup karena mengalami kebangkrutan, karena suku bunga simpanan 
terutama deposito mengalami kenaikan yang tajam, yakni suku bunga 30% per tahun. Dengan 
suku bunga sebesar itu, perbankan tidak mungkin bisa menyalurkan dananya, sebab tidak ada 
jenis usaha yang mampu meminjam uang dengan tingkat bunga lebih dari 30%. Akibatnya 
bank harus mengeluarkan biaya bunga dengan jumlah sangat besar sementara penghasilan 
bunga berkurang karena tidak bisa menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Kondisi ini 
menunjukkan kegagalan perbankan dengan sistem berbasis bunga.  
 Demikian pula dengan krisis tahun 2008 yang melanda dunia, tidak hanya negara kecil 
yang terkena dampaknya, tetapi negara-negara besar yang mempunyai sistem fiskal dan 
moneter yang baik juga terkena imbasnya (Chapra, 2008). Seperti Amerika Serikat dan negara-
negara di Eropa juga terkena dampaknya bahkan sangat parah. Krisis yang melanda dunia ini 
banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yang sangat signifikan mempengaruhi 
adalah kebijakan perbankan dalam memberikan pinjaman sangat berlebihan. Pinjaman yang 
berlebihan juga akan meningkatkan leverage, yang tentu natinya akan sulit untuk menurunkan-
nya. Juga menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang akhirnya mening-
katkan inflasi. 
Disiplin pasar diharapkan bisa mengerem peningkatan leverage dan pinjman yang 
berlebihan. Pada lembaga keuangan konvensional, semua risiko bisnis akan dibebankan pada 
lembaga keuangan dan para pengusaha. Para deposan sebagai pihak yang mempunyai dana 
tidak diberi tanggung jawab terhadap risiko bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya 
berbagi risiko mengurangi disiplin pasar dan ini menunjukkan kegagalan sistem keuangan 
konvensional. 
Kehadiran sistem keuangan islam yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah untuk 
mewujudkan keadilan yang lebih besar bagi masyarakat, tentunya sebagai jalan keluar yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sistem keuangan 
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islam adalah pemodal harus mau berbagi risiko sehingga tidak seluruh risiko dibebankan pada 
pengusaha. Juga memotivasi para deposan untuk berperan aktif dalam penegakan disiplin ini, 
yaitu deposan juga ikut berbagi laba atau rugi. Hal ini mendorong para deposan untuk ikut 
serta memonitor lembaga keuangan agar lebih transparan dan pengelolaan risiko yang lebih 
baik 
 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM 
 Perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat, baik perkembangan 
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian 
syariah, pasar modal syariah, Baitul Maal Wat-tamwil (BMT) maupun produk-produk lembaga 
keuangan syariah lainnya, tidak terlepas dari peran berdirinya bank syariah. 
 Sejarah berdirinya bank syariah jika ditelusuri dimulai dengan perdebatan yang sangat 
dalam mengenai bunga bank. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa suku bunga bank bukan 
riba (sebab suku bunga bank relatif kecil), di sisi lain ada yang berpendapat suku bunga bank 
masih dalam kondisi mustabihad karena memang belum ada bank yang beroperasi secara 
syariah. Sementara ada sebagian besar yang menganggap suku bunga bank adalah riba sesuai 
dengan surat Al Baqarah 275. Bagi yang menganggap suku bunga bank tidak riba dan 
mustabihad bisa terus berhubungan dengan bank konvensional, tetapi bagi yang menganggap 
suku bunga bank adalah riba yang berarti haram, perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 mengadakan konferensi di Cisarua Bogor, 
Jawa barat dalam rangka membahas pendirian bank islam sesuai yang diinginkan oleh umat 
islam yang menolak bank konvensional. 
 Dalam konferensi ini disepakati untuk segera mendirikan bank islam, dan dibentuk 
panitia kerja pendirian bank islam. Dengan demikian, konferensi ini dapat dilihat sebagai 
tonggak sejarah dalam kebangkitan islam dalam bidang ekonomi, perbankan dan keuangan di 
Indonesia (Kasri dan Kasim, 2009). Para ulama dan akademisi sangat intens dalam membahas 
pendirian bank islam sementara para parktisi perbankan dan para pembuat kebijakan masih 
merasa asing dengan konsep perbankan islam tersebut. 
 Hasil kerja tim pendirian bank islam yang dibentuk MUI adalah berdirinya Bank 
Muamalat Indonesia (BMI). Tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini belum bisa beroperasi 
karena UU Perbankan waktu itu yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1968 tidak meng-
akomodir perbankan islam, karena dalam UU tersebut secara jelas pengertian kredit harus 
disertai dengan imbalan bunga, sementara bank islam menolak bunga. Dukungan pemerintah 
saat itu sangat kuat, sehingga segera dibuatkan UU Perbankan yang baru untuk meng-
akomodasi berdirinya bank islam, yakni UU No. 7 tahun 1992. 
Segera setelah UU No. 7 tahun 1992 disyahkan pada maret 1992, Bank Muamalat 
Indonesia mengadakan soft opening pada 1 Mei 1992 dengan modal disetor sebesar Rp 106 
milyar, dan beroperasi secara penuh pada 1 November 1992. Pada saat itu BMI lebih dikenal 
dengan sebutan ‘bank bagi hasil’, karena memang dalam UU No. 7 tahun 1992 tidak pernah 
menyebutkan bank syariah atau bank islam. Baru pada Undang-Undang Perbankan Nomer 10 
tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menyebutkan 
bahwa bank di Indonesia bisa beroperasi dengan cara konvensional (berdasar bunga) dan 
berdasarkan prinsip syariah. 
Keberadaan perbankan syariah relatif baru dalam sistem keuangan di Indonesia, 
namun perbankan syariah berkembang pesat dan menunjukkan kinerja yang mengesankan. 
Perkembangan perbankan syariah sepeti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini: 
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Tabel 1 
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Syariah 
Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012 
Bank Umum Syariah:           
Jumlah Bank 5 6 6 11 11 
Jumlah Kantor 581 711 711 1,401 1,780 
Unit Usaha Syariah:           
Jumlah Bank 27 25 23 24 24 
Jumlah Kantor 241 287 262 386 521 
BPR Syariah:           
Jumlah Bank 131 138 150 155 158 
Jumlah Kantor 202 225 364 382 401 
Total 1,024 1,223 1,763 2,101 2,663 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012 (Bank Indonesia) 
 
 Dimulai dengan perbankan tunggal, karena Bank Muamalat Indonesia merupakan 
satu-satunya bank syariah di Indonesia tahun 1992, kemudian tahun 1999 bertambah satu 
bank syariah yakni Bank Syariah Mandiri dan akhirnya sampai akhir tahun 2012 jumlah Bank 
Umum Syariah mencapai 11 bank dengan kantor cabang sebanyak 1.780 kantor bank. Di 
samping bank umum syariah, bank-bank konvensional juga membuka jendela syariah yang 
diberi nama Unit Usaha Syariah (UUS). Unit usaha syariah ini pada akhir tahun 2008 mencapai 
27 UUS dengan 241  kantor dan sampai akhir tahun 2011 memiliki 24 UU dengan 521 kantor. 
Demikian pula dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah setiap tahun juga mengalami 
pertumbuhan dengan pesat. Pada akhir tahun 2008 masih ada 131 BPRS dengan 202 kantor 
menjadi 158 BPRS dengan 401 kantor. 
 Sedangkan dari sisi sumber daya insani, perkembangannya juga sangat menggem-
birakan. Seperti terlihat dalam tabel bahwa jumlah sumber daya insani dari tahun ke tahun 
meningkat pesat. Pada tabel 2 menunjukkan pada tahun 2005 perbankan syariah masih mampu 
menyerap sumber daya insani sebanyak 5.996 orang dan pada akhir september sudah 
meningkat 340% menjadi menjadi 26.397 orang, dan jika dirata-rata tiap tahun meningkat 
sebesar 57%. Sumbangan tersesar diberikan oleh bank umum syariah sebesar 20.758 orang 
atau menyumbang sebesar 78% dari keseluruhan sumber daya insani. 
 
Tabel 2 
Perkembangan Jumlah Sumber daya Insani Bank Syariah di Indonesia 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bank Umum Syariah 3.913 4.311 6.609 10.348 15.856 20.758 24.111 
Unit Usaha Syariah 1.797 2.266 2.562 2.296 1.868 1.970 3.108 
BPR Syariah 1.666 2.108 2.581 3.068 3.172 3.669 4.359 
Jumlah 7.376 8.685 11.752 15.712 20.896 26.397 31.578 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012 (Bank Indonesia) 
 
 HAMBATAN PERTUMBUHAN BANK SYARIAH 
 Keberadaan perbankan syariah masih relatif baru dalam industri perbankan di 
Indonesia, tidak seperti bank konvensional yang sudah mapan semua perangkat yang 
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mendukungnya. Karena masih baru dan menggunakan sistem yang berbeda, maka dalam 
operasionalnya perbankan syariah menghadapi beberapa hambatan: 
 
a. Masalah Likuiditas 
Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan 
baik karena akan berdampak kepada profiitabililitas serta business sustainibility dan continuity. 
Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah 
satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank (Harahap, 2010). Konsep likuiditas 
berkisar pada kemampuan bank untuk mempertahankan dana yang cukup untuk memenuhi 
komitmennya, yang mungkin, pada gilirannya, berhubungan dengan kemampuannya untuk 
menarik deposito (Majid, 2003). 
Perbankan merupakan lembaga perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana 
kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga kemungkinan suatu saat banyak dana yang 
masuk tetapi pembiayaannya berkurang yang berakibat bank mengalami kelebihan likuiditas 
atau over-liquid. Tetapi mungkin sebaliknya bank kekurangan dana dalam rangka memenuhi 
pengambilan masyarakat atau memenuhi komitmen pembiayaan. Kedua kasus tersebut 
merupakan masalah likuiditas yang harus ditangani oleh perbankan. 
Untuk bank konvensional, masalah likuiditas sangat mudah untuk ditangani karena 
semua aliran dananya menggunakan kompensasi suku bunga. Banyak instrumen yang 
mendukung untuk mengatasi masalah likuiditas, seperti pinjaman antar bank, mengeluarkan 
surat berharga pasar uang (SBPU), jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan instrumen 
lainnya yang menggunakan basis suku bunga. Sedangkan pada perbankan syariah, tidak 
semudah itu sebab instrumen yang digunakan haruslah terbebas dari unsur bunga. 
Pada sisi penempatan dana, jika terjadi kelebihan dana, maka diperlukan instrumen 
yang mendukung yang bisa dengan cepat menyerap dana tersebut tapi juga memberikan 
keuntungan. Saat ini instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan 
syariah adalah Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI), sedangkan instrumen dil luar BI 
masih sangat langka. Perbankan syariah tidak bisa seenaknya menempatkan pada pinjaman 
antar bank, membeli SBPU, commercial paper, atau instrumen lain yang menggunakan basis 
bunga. Demikian pula jika perbankan syariah kekurangan dana, tidak leluasa mengeluarkan 
SBPU, pinjaman antar bank, atau yang lainnya.  
Dengan demikian masalah likuiditas ini menjadi sangat serius, sebab jika terlalu banyak 
uang yang disimpan di bank untuk mengatasi kekurangan dana, maka keuntungan bank akan 
menurun yang akhirnya berdampak pada keuntungan yang dibagikan kepada para deposan. 
Oleh karena itu perlu dipikirkan solusi untuk menanganinya. 
 
b. Tujuan Pendirian Perbankan Syariah 
Tujuan penting islam adalah untuk mewujudkan keadilan yang lebih besar bagi 
masyarakat dan ini tentunya harus menjadi rujukan lembaga keuangan islam (Chapra, 2007). 
Sudarsono (2008:40) mengungkapkan bahwa tujuan bank syariah adalah (1) mengarahkan 
kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, (2) untuk menciptakan keadilan 
dibidang ekonomi dengan jalan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, (3) untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan, dan (4) untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam 
terhadap bank konvensional. 
Apakah tujuan bank syariah yang sangat mulia tersebut bisa sesuai dengan tujuan bank-
bank syariah yang ada sekarang?. Jika bank syariah yang dimaksud adalah BMI, saya langsung 
menyatakan setuju karena memang sejak awal berdiri BMI adalah untuk mengentaskan umat 
Sutrisno : Membangun Model Lembaga Keuangan ..... 
144 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VII, No. 2, Juni 2013 
 
islam yang menganggap bunga riba dari kungkungan bank konvensional. Tetapi untuk bank 
umum syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional apa juga mempunyai tujuan yang 
sama, itu perlu pengkajian. Menurut pengamatan kami, saat ini tujuan pendirian bank syariah 
ada yang bertujuan sesuai dengan tujuan bank syariah, tetapi banyak pendirian bank syariah 
karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan, seperti bank konvensional yang mendirikan 
bank umum syariah atau membuka unit usaha syariah. Tabel 3 menunjukkan perkembangan 
perbankan umum syariah, di mana 10 bank dari 11 bank umum syariah didirikan oleh bank 
konvensioanl, dan semua unit usaha syariah dimiliki oleh bank konvensional. 
Apalagi jika ditelusuri lebih jauh, apakah bank umum syariah yang didirikan oleh bank 
konvensional memang murni syariah, ini juga perlu diskusi yang panjang. Menurut kami secara 
awan, bank umum syariah atau unit usaha syariah yang didirikan oleh bank konvensional, 
modal yang disetorkan berasal dari bank induknya yang notabene modal tersebut sudah 
mengandung unsur bunga. Jika modal yang disetor sudah mengandung unsur bunga apakah ini 
murni syariah?. Ini masih menjadi kontroversi, namun demi percepatan pertumbuhan bank 
syariah, maka pendirian bank syariah dengan dua jendela tersebut harus kita terima dengan 
lapang. 
 
Tabel 3 
Kepemilikan Bank Umum Syariah 
No Nama Bank KP/UUS KPO/KC KCP/UPS KK 
1 PT. Bank Muamalat Indonesia 1 75 81 129 
2 PT. Bank Syariah Mandiri 1 121 260 56 
3 PT. Bank Syariah Mega 1 34 349 7 
4 PT. Bank Syariah BRI 1 36 52 11 
5 PT. Bank Syariah Bukopin 1 10 5 - 
6 PT. Bank Panin Syariah 1 4 - - 
7 PT. Bank Victoria Syariah 1 6 2 - 
8 PT. Bank BCA Syariah 1 5 3 14 
9 PT. Bank BJB Syariah 1 8 13 - 
10 PT. Bank Syariah BNI 1 38 28 - 
11 PT. Maybank Indonesia Syariah 1 1 - - 
  Jumlah 11 338 793 218 
  Unit Usaha Syariah 23 109 144 47 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012 (Bank Indonesia) 
  
c. Motivasi Deposan 
Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sistem keuangan islam adalah pemodal 
harus mau berbagi risiko sehingga tidak seluruh beban risiko pada pengusaha. Juga memotivasi 
para deposan untk berperan aktif dalam penegakan disiplin ini, yaitu deposan juga ikut berbagi 
laba atau rugi. Hal ini mendorong para deposan untuk ikut serta memonitor lembaga keuangan 
agar lebih transparan dan pengelolaan risiko yang lebih baik (Chapra, 2008). Jika diamati secara 
sekilas, deposan Indonesia mempunyai motivasi seperti yang diharapkan yakni mau berbagi 
laba atau rugi dan tidak mempertimbangkan suku bunga di bank konvensional. Tetapi dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Kasri dan Kassim (2009) ditemukan bahwa ada kecenderungan 
deposan bank syariah untuk menarik dana mereka dan meletakkannya di bank konvensional 
ketika tingkat keuntungan yang diberikan bank syariah lebih rendah dari tingkat bunga di bank 
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konvensional, dan sebaliknya. Ternyata temuan ini sama dengan perilaku para deposan di 
Malaysia seperti hasil penelitian Haron dan Ahmad (2000). Dengan demikian, deposan bank 
syariah adalah deposan yang rasional yang hanya mempertimbangkan keuntungan semata. 
Seharusnya para deposan di bank syariah merupakan ‘deposan muslim yang rasional’ yang 
lebih konsisten dan tidak dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga (Kasri dan Kasim, 2009). 
 
d. Masalah SDM 
Dalam perbankan syariah, peranan sumber daya insani merupakan elemen yang 
fundamental. Berbeda dengan perbankan konvensional, sumber daya insani di perbankan 
syariah harus benar-benar paham dan menjalankan nilai-nilai syariah seperti diamanatkan 
kepada bank-bank tersebut. Kondisi sumber daya insani perbankan syariah telah disurvey oleh 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang hasilnya sebagai berikut (Febrian, 2009). 
 
Tabel 4 
Kondisi Sumber Daya Insani Perbankan Syariah Indonesia 
Sumber Daya Kondisi Keterangan 
Latar Belakang  18%  SMU Dominasi lulusan Sarjana 
 Pendidikan Satf 21%  D3 pada bank-bank syariah 
  59%  S1 di Indonesia 
  2%  S2   
Kelompok Keilmuan 10% Ilmu Syariah  Belum ada lulusan lembaga 
 Staf 90% Ilmu Konvensional  Pendidikan ekonomi islam 
Asal Karyawan 20% fresh graduate  Kecenderungan pengaruh 
  70% Bank Konvensional  Frame-work konvensional 
  5% Bank Syariah Lain  Dalam perkembangan 
  5% Sumber Lain  Bank-bank syariah 
Sumber: Hasil Riset FE UI, 2003 
  
Dari tabel tersebut terlihat bahwa sumber daya insani perbankan syariah dari sudut 
pendidikan sudah sangat memadai, karena didominasi oleh lulusan sarjana strata satu yang 
biasanya relatif lebih mudah diajak berkembang. Namun demikian, ternyata belum ada sumber 
daya insani  yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi islam, yang ada sumber daya 
insani yang berasal dari lulusan syariah (hukum islam). Demikian juga dengan asal karyawan, 
ternyata mayoritas berasal dari perbankan konvensional, yang dikhawatirkan akan membawa 
kultur bank konvensional ke dalam perbankan syariah, sehingga nilai-nilai perbankan syariah 
kurang diperhatikan. Peran lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk segera menghasilkan 
ahli-ahli perbankan syariah. 
 
MODEL LEMBAGA KEUANGAN ISLAM 
 Pertumbuhan perbankan syariah baik dari segi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan 
yang diberikan memang sangat meyakinkan, tetapi secara nasional masih sangat kecil yakni 
kurang dari 4% perbankan nasional. Target perbankan syariah bisa memberikan sumbangan 
sebesar 5% dari total aset perbankan nasional (Kasri dan Kasim, 2009), nampaknya sulit untuk 
dipenuhi. 
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 Suatu fakta bahwa sebenarnya industri perbankan syariah tumbuh sangat lambat. 
Dalam tabel 1 ditunjukkan bahwa jumlah bank umum syariah sampai tahun 2007 atau dalam 
kurun waktu 15 tahun hanya mempunyai 3 bank umum syariah, dan sampai september 2011 
hanya mempunyai bank umum sebanyak 11 bank. Bandingkan dengan jumlah perbankan 
konvensional yang pada akhir 2011 jumlahnya mencapai 111 bank (Bank Indonesia: Statistik 
Bank Umum 2010). Masih lambannya pertumbuhan bank umum tersebut disebabkan oleh 
beberapa hambatan yang telah dibahas di depan. Untuk itu diperlukan akselerasi pertumbuhan 
perbankan syariah agar bisa berkompetisi dengan perbankan konvensional.  
Kita harus yakin bahwa lembaga keuangan syariah bisa berkembang menyaingi lem-
baga keuangan konvensioanal, karena (1) mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, ini 
menjadi pasar potensial bagi lembaga keuangan syariah, (2) lembaga keuangan syariah 
dianggap mengakomodasi kebutuhan masyarakat marjinal, terutama sistemnya yang menia-
dakan bunga pinjaman dan menihilkan syarat agunan (Dhumale dan Sapcanin, 2000 dalam 
Febrian, 2009), (3)secara teoritis lembaga keuangan syariah harusnya dapat membantu 
mengurangi angka kemiskinan nasional. Untuk itu perlu dicari solusi untuk mendukung 
perkembangan lembaga keuangan syariah. 
Karena tujuan penting islam mewujudkan keadilan dan kesejahtraan umat, maka 
lembaga keuangan syariah diharapkan mampu melayani umat dan meningkatkan ekonomi 
umat. Ada beberapa lembaga keuangan syariah yang berorientasi penghimpunan dan 
penyaluran dana umat yakni Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
dan Baitul Maal wat tamwil (BMT). 
Bank umum syariah dan BPRS adalah lembaga keuangan dibawah pengawasan Bank 
Indonesia. Oleh karena itu BUS dan BPRS merupakan lembaga yang bersifat ketat aturan 
(very regulated company), sehingga harus mengikuti semua aturan yang dibuat oleh lembaga 
otoritas keuangan tersebut. Tidak semua umat bisa mengakses BUS dan BPRS, misalnya untuk 
memperoleh pembiayaan disyaratkan menyediakan agunan dan mempunyai laporan keuangan. 
Hal ini tentu menyulitkan bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai agunan dan pengusaha 
kecil/menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan. Akibatnya BUS dan BPRS lebih 
banyak menangani usaha besar dan menengah  disektor formal, sementara sektor infromal 
terabaikan. 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lahir untuk mengatasi kekurangan yang ada di kedua 
lembaga keuangan syariah tersebut. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang melayani 
umat baik penabung maupun umat yang membutuhkan pembiayaan dengan konsep syariah. 
BMT merupakan lembaga keuangan yang notabene lebih bersifat informal. Oleh karena itu 
tidak ada aturan yang baku dalam pengelolaannya, sangat leluasa dalam memberikan 
pembiayaan misalnya tidak perlu agunan, dan bisa lebih inovatif terhadap produknya. BMT 
bisa melayani usaha umat baik sektor formal maupun informal. Sayangnya secara hukum 
lembaga ini sangat lemah (masih kebingunan dengan lembaga otoritas yang menaunginya). 
Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT sangat rendah, karena rentan terhadap isu. 
Di lapangan, antara bank umum syariah, BPR syariah dan BMT ini bertemu dan 
bahkan mereka seringkali bersaing untuk mendapatkan nasabah. Padahal, sebenarnya mereka 
bisa bersinergi dengan cara bermitra. Mereka bisa duduk bersama, misalnya untuk membuat 
segmentasi nasabah berdasar jumlah pembiayaan. Sebagai contoh, pembiayaan pada bank 
umum syariah harus di atas Rp 25.000.000,-, pembiayaan di BPR syariah antara Rp 
10.000.0000,- sampai maksimum Rp 50.000.000,- dan pembiayaan BMT maksimum Rp 
10.000.000,- 
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Untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan pada lembaga keuangan syariah, 
perlu dibuat model lembaga keuangan syariah. Kami mengusulkan untuk segera dibentuk 
lembaga otoritas yang khusus untuk membina, melindungi dan mengawasi lembaga keuangan 
syariah yang disebut sebagai Bank Sentral Syariah. Perlunya pembentukan Bank Sentral Syariah 
(BSS) disebabkan Bank Indonesia kurang intens dalam menangani perbankan syariah. Ada 
beberapa sebab mengapa Bank Indonesia kurang intens menangani perbankan syariah: 
(1) Fungsi dan tugas Bank Indonesia sangat banyak baik fungsi dan tugas dibidang perbankan 
maupun moneter, sehingga energi dan waktunya banyak tersita untuk mengurusi fungsi 
dan tugas tersebut. 
(2) Dalam struktur organisasi BI, perbankan syariah hanya ditangani oleh seorang direktur 
diantara 27 Direktur lainnya. Ini menunjukkan kekurang seriusan BI dalam menangani 
perbankan syariah 
(3) Sumber daya manusia yang dimiliki BI yang menangai perbankan syariah, tentunya 
diambilkan dari sumber daya yang sudah ada, sehingga kompetensinya terhadap nilai-nilai 
syariah masih kurang 
 
Pendirian Bank Sentral Syariah ini sangat penting dalam rangka percepatan 
pertumbuhan perbankan syariah. BSS yang berfungsi seperti Bank Indonesia khusus untuk 
perbankan syariah, diharapkan mampu berfungsi sebagai lender of last resort untuk menangani 
bila industri perbankan syariah mengalami kesulitan likuiditas, menyediakan lebih banyak 
instrumen likuiditas yang sesuai syariah sehingga jika ada kelebihan likuiditas pada perbankan 
syariah bisa segera ditempatkan pada instrumen tersebut. Mendorong pertumbuhan perbankan 
syariah, tidak hanya pembukaan cabang tetapi pendirian bank umum syariah agar bisa 
berperan lebih besar terhadap perekonomian nasional. 
Agar mempunyai kekuatan politik, sebaiknya Bank Sentral Syariah didirikan oleh 
pemerintah, sehingga diperlukan kemauan pemerintah yang sangat serius dalam mengem-
bangkan perbankan syariah. Namun, Bank Sentral Syariah juga bisa didirikan atas prakarsa 
bank-bank syariah, yaitu melalui pembuatan pool of fund yang dikumpulkan dari bank-bank 
syariah. Setiap bank syariah diwajibkan menyisihkan dananya yang akan digunakan bersama 
jika ada bank yang membutuhkan dana tersebut, seperti kewajiban bank umum menyetorkan 
cadangan wajib minimum kepada Bank Indonesia. Bank peserta boleh meminjam dengan 
bunga nol persen  dari kumpulan dana tersebut. 
Dengan demikian bisa dibuat link antar lembaga keuangan syariah, bank umum syariah 
kalau butuh dana dalam memenuhi likuiditasnya dengan meminjam dari BSS, demikian pula 
jika kelebihan likuiditas bisa ditemaptkan pada instrumen BSS. Sementara BPRS kalau 
kesulitan likuiditas bisa meminjam dari bank umum syariah, dan jika kelebihan dana bisa 
ditempatkan pada bank umum syariah. Sedangkan BMT jika kesulitan keuangan bisa 
meminjam pada BPRS, sebaliknya jika kelebihan dana bisa menyimpannya pada BPRS. Jika 
digambarkan akan nampak sebagai berikut: 
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Gambar  
Jaringan Lembaga Keuangan Islam 
 
 Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan Lembaga keuangan islam, juga dibutuhkan 
lembaga penunjang lainnya seperti pasar uang syariah yang menyediakan instrumen investasi 
berjangka pendek. Pasar uang syariah merupakan pasar sekunder dari surat berharga syariah 
yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga ini sangat dibutuhkan dalam rangka 
mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh industri perbankan syariah. 
 
 
SIMPULAN 
 
Lembaga keuangan syariah (terutama bank) sudah teruji dalam menangani krisis, baik 
krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun krisis tahun 2008 yang melanda dunia. Perbankan 
syariah berkembang cukup pesat baik dari segi jumlah bank dan kantornya, jumlah aset yang 
dimiliki, jumlah simpanan atau dana pihak ketiga maupun dari sisi jumlah pembiayaan yang 
diberikan. Namun cepatnya perkembangan perbankan syariah ini belum mampu memberikan 
sumbangan yang berarti pada pertumbuhan perbankan nasional, sebab baik aset, dana pihak 
ketiga maupun pembiayaan yang diberikan masih sekitar 3% sampai 4% sumbangannya. 
Masih banyak hambatan bank syariah untuk bisa berkembang, baik hambatan berupa 
kurangnya instrumen likuiditas, hambatan ketidak samaan tujuan perbankan syariah, motivasi 
para deposan yang masih terpengaruh oleh pergerakan suku bunga, maupun hambatan sumber 
daya insani. 
Perlu akselerasi  perkembangan perbankan syariah agar perbankan syariah bisa bisa 
bersaing dalam kancah perbankan nasional, dan untuk itu perlu dipikirkan tentang model 
keuangan islam yang bisa mempercepat perkembangannya. 
Salah satu usulan yang kami ajukan adalah perlu dibentuk lembaga otoritas seperti 
Bank Sentral Syariah yang berfungsi seperti Bank Indonesia. Bank Sentral Syariah ini 
mendukung penuh untuk mengatasi likuiditas dan permasalah hukum yang terjadi di bank 
syariah. Bahkan jika memungkinkan dibentuk pasar keuangan syariah, sebagai pasar sekunder 
yang menyediakan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam rangka mengatasi masalah 
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likuiditas. Juga perlu edukasi kepada para deposan tentang pengetahuan perbankan syariah, 
sehingga dengan pemahaman yang baik tentang semnagat bank syariah yang lebih peduli 
dengan masalah halal/haram. 
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